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Abstrak 
Pemilihan umum merupakan wujud penerapan nilai-nilai demokrasi dengan memenuhi hak asasi 
manusia dalam proses pemilihan umum. Hak memilih adalah hak seluruh warga negara yang memenuhi 
syarat sebagai pemilih tidak terkecuali penyandang disabilitas yang hak pilihnya harus di penuhi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kpu dalam upaya pemenuhan hak dan akses 
penyandang disabilitas di kabupaten Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa adanya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas yang dilakukan oleh 
komisi pemilihan umum Kabupaten Tangerang dengan memanfaatkan perannya sebagai penyelengara 
pemilihan umum di lingkungan kabupaten Tangerang. Proses pemenuhan hak pilih dilakukan dengan 
pendataan pemilih penyandang disabilitas yang memenuhi syarat pemilih, memberikan layanan akses 
pemilu bagi pemilih penyandang disabilitas dengan tujuan meningkatkan kualitas pemilih penyandang 
disabilitas, dan mempermudah akses penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam seluruh proses 
pelaksanaan pemilu di Kabupaten Tangerang, selain itu dalam proses pelaksanaan hak pilih penyandang 
disabilitas, KPU mengalami hambatan dan tantangan dari masyarakat dan keluarga, akibat kurangnya 
pengetahuan dasar pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama. 
Kata Kunci: Hak Pilih, Penyandang Disabilitas, Pemilihan Umum 
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PENDAHULUAN 

Penyandang Disabilitas adalah gangguan yang merujuk kepada individu yang mengalami 
keterbatasan dalam jangka panjang seperti memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan 
juga sensorik. Akibatnya, mereka mungkin mengalami banyak kesulitan dalam berinteraksi 
dengan leluasa dan sepenuhnya secara efektif kepada masyarakat umum. Hal ini menyebabkan 
keterbatasan dalam partisipasi mereka sebagai warga negara yang setara dengan orang lain 
memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat umum. Setiap orang memiliki 
kesamaan di mata hukum dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan 
hukum tanpa adanya paksaan dan penderitaan. Hal ini dijamin dan diakui dalam pasal 7 tentang 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik 
Indonesia tahun 1945. Namun dalam memahami keadilan di depan hukum ini bukan sekedar 
retorika kosong, karena setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum 
tanpa memandang yang dilihat dari faktor ras, jenis kelamin, warna kulit, etnis, agama, 
kecacatan, dan karakteristik lainya. Seperti halnya orang penyandang disabilitas harus 
diperlakukan sama dan mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. 

Penyandang disabilitas juga kerap mengalami gangguan dan pengabaian dari sosial-
ekonomi yang tidak seimbang, yang menyebabkan dari segi pelayanan kesehatan dan medis 
kurang memadai, dan juga dilihat dari segi Pendidikan yang kurang berkualitas. Penyandang 
disabilitas juga untuk berkesempatan bekerja sangatlah terbatas, karena memiliki fisik dengan 
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kondisi tidak seperti orang normal pada umumnya. Penyandang disabilitas juga memiliki 
keterbatasan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi hambatan akses 
keadilan khusus yang dihadapi penyandang disabilitas untuk menghadapi situasi dan kondisi 
yang ada di dalam lingkungan sekitar. 

Kajian ini berupaya untuk mengkaji lebih dalam permasalahan mengenai peran KPU 
dalam pemenuhan hak akses penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya 
sebagai bentuk partisipasi sebagai warga negara, pemilu ini dianggap sebagai partisipasi 
politik, Karena semua masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam 
berpolitik, salah satunya berhak memilih dan juga dipilih. Namun penelitian ini berfokus pada 
bagaimana KPU memainkan peran penting untuk memenuhi hak dan akses aksesibilitas bagi 
penyandang disabilitas memiliki gangguan berpartisipasi dalam berpolitik dengan 
menggunakan hak pilih mereka. Negara bertanggung jawab untuk melindungi semua 
kebutuhan warga negara termasuk kelompok penyandang disabilitas. Negara juga seharusnya 
menjadi fasilitator yang mengayomi semua kebutuhan warga negaranya dan perlunya 
perhatian khusus terutama dalam memberikan aksesibilitas yang diharapkan dapat 
mendorong peningkatan angka partisipasi kelompok penyandang disabilitas dalam 
menggunakan hak pilihnya dalam memilih. 

Hak pemilih disabilitas oleh lembaga penyelengara pemilih KPU Kabupaten Tangerang, 
merupakan sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang berada di daerah 
Tigaraksa Kabupaten Tangerang, yang mengemban tugas secara langsung untuk 
menyelenggarakan pemilihan umum adapun melalui beberapa tahap, mulai dari tahap untuk 
mempersiapkan hingga sampai pada tahap terlaksananya pemilu. Karena itulah, komisi 
pemilihan umum Kabupaten Tangerang sesuai fungsinya yang berdasarkan teknis pelayanan 
melalui administrative melalui sosialisasi mengenai pemilu yang akan datang, dan juga 
bertanggung jawab untuk melakukan hak politiknya kepada masyarakat mengenai pemilu yang 
sesuai dengan kewenangan oleh penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten Tangerang. 
Masyarakat yang memilih penyandang disabilitas ini kadang digolongkan sebagai kelompok 
minoritas yang kadang kali diabaikan mengenai hak-haknya, penyandang disabilitas sebagai 
kelompok minoritas karena dilihat jumlahnya yang sedikit jika dilihat perbandinganya dengan 
non disabilitas, penyebab minoritas ini tergantung pada kondisi sosial maupun politik di 
tempatnya. Adanya pemerintah ini seharusnya untuk memberikan aksesibilitas yang biasanya 
hanya sekedar sudah memenuhi kewajibanya saja. (Maulana et al., 2018) 

Permasalahan pertama terkait akses menuju tempat pemungutan suara, yang mudah 
untuk dijangkau yang tidak ada kesulitan akses disekitarnya, yang akan membahayakan atau 
mempersulit Penyandang Disabilitas menuju TPS. Kedua, lokasi TPS haruslah terjangkau atau 
strategis. Ketiga, ada pintu masuk keluar TPS yang mudah dilewati. Keempat terdapat ruang 
untuk dijangkau menunda kursi roda agar tidak ada kesulitan. Kelima, tempat atau kondisi bilik 
TPS dipastikan dengan baik, sehingga akses kerahasiaan terjaga dengan baik. Keenam, kotak 
suara mudah di gapai tidak terlalu tinggi. Ketujuh, pelayanan para petugas KPS haruslah ramah 
sabar dan santun kepada penyandang disabilitas. Kedelapan, template braille ini memudahkan 
untuk penyandang disabilitas untuk mengetahui posisi surat suara. (Maulana et al., 2018) Jika 
dilihat dari beberapa indikator yang telah disebutkan, permasalahan aksesibilitas tersebut 
tentulah sangat amat berpengaruh bagi pemilih penyandang disabilitas. Tentunya pemilih 
penyandang disabilitas ini ada kesulitan apabila aspek tersebut yang sudah disebutkan tidak 
dapat terpenuhi, contoh kecilnya menuju jalan ke tempat TPS pasti ada hambatan menuju ke 
tempat tersebut seperti ada lubang atau sebagainya. Apabila para petugas KPU ini menyediakan 
template braille maka akan memudahkan para pemilih penyandang disabilitas, maka peran 
KPU sangat penting dalam memenuhi hak para penyandang disabilitas pada saat pemilihan. 
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Dalam prosedur pemilu Banten 2019, tentu saja pemilih difabel akan menggunakan hak 
politiknya. Wajarnya, pemilih difabel harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tentu 
saja, sangat penting untuk mengumpulkan informasi tentang pemilih penyandang disabilitas. 
Karena mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya jika pemilih difabel tidak terdaftar dalam 
DPT. Pendataan pemilih telah melalui beberapa tahapan sebelum ditetapkan sebagai DPT, 
dimulai dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), Daftar Pemilih Sementara 
(DPS), dan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPSHP). DPT ini merupakan persyaratan dari 
DPSHP dan juga merupakan menjadi data akhir yang tidak akan dapat berubah. Daftar pemilih 
dari setiap Provinsi hingga tingkat terbawah atau TPS biasanya dicantumkan dalam DPT ini. 
Berdasarkan jumlah pemilih penyandang disabilitas mengikuti data pemilu KPU Provinsi pata 
tahun 2019 yang masuk kedalam DPT mencapai 363.200 pemilih atau sebanyak 0.191% dari 
keseluruhan pemilih disabilitas yang meliputi tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita 
dan lainya. 

Masyarakat sebagai partisipasi dalam pemilihan dan penentu sebuah partisipasi politik 
merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikut serta 
aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan negara baik secara langsung 
maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.(Nur Wardhani, 
2018). Peran serta masyarakat untuk berpartisipasi pemilih menjadi kunci utama keberhasilan 
penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan. Oleh karena itu, semakin tinggi angka partisipasi 
masyarakat dalam pemilu, maka semakin baik tingkat legitimasinya. Namun dengan 
dilaksanakan pemilu pada tahun 2019 yang lalu, menurut rekapitulasi KPU Provinsi Banten, 
tercatat bahwa partisipasi pemilu pada tahun 2019 terdapat peningkatan sedikit mencapai 
6.791.166 pemilih atau 7,9,23% jika dibandingkan dengan pemilu 2014 mencapai 75,11%. 
(Data Rekapitulasi KPU,2019). 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengulas mengenai bagaimana peran KPU dalam pemenuhan hak dan akses 
penyandang disabilitas sebagai bentuk partisipasi warga negara (studi deskriptif KPU di 
kabupaten Tangerang). Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Maka 
dari itu, dengan mengunakan metode tersebut penulis akan memaparkan tujuan penelitian 
yaitu mendeskripsikan permasalahan perihal pemilih penyandang disabilitas dalam 
menggunakan hak pilihnya dalammasyarakat. Dari hasil pengamatan yang bersifat deskripsi 
ini dilihat segi fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat. Selain itu, pendekatan kualitatif 
ini dapat dilatarbelakangi oleh pertanyaan obsevasional di atas melalui studi kasus kualitatif 
(case study). Studi kasus ini merupakan salah satu penelitian dalam deskripsi yang 
menggunakan metode kualitatif dimana sesuai dengan kasus penelitian ini yang dipilih. 
Creswell, (2014) dalam (Maulana et al., 2018) Jenis analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kualitatif, untuk memperoleh informasi yang diperoleh bersifat deskriptif 
berupa kata-kata dan kalimat dari hasil wawancara, obervasi, lapangan, dan data tau 
dokumentasi lain berdasarkan Teknik analisis data kualitatif konseptual. Dalam penelitian ini 
kasus yang dipilih yang berkaitan mengenai peran KPU dalam pemenuhan hak dan akses 
penyandang disabilitas sebagai bentuk partisipasi warga negara di Kabupaten Tangerang. 
Bahwa kasus ini menjelaskan rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas di 
Kabupaten Tangerang oleh beberapa berbagai faktor, bagi pemilih penyandang disabilitas 
banyak haknya yang diabaikan oleh pemerintah 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelengara pemilu yang bertugas 

menyelengarakan pemilihan umum yang bersifat tetap, nasional, di Indonesia. Komisi 
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pemilihan umum sebagai lembaga independent yang secara aktif bekerja dalam 
menyelengarakan secara adil dan jujur untuk melaksanakan pemilu, yang meliputi seluruh 
wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Seperti yang sudah dipaparkan oleh peneliti, 
fokus penelitian ini adalah bagaimana peran KPU dalam upaya pemenuhan hak dan akses bagi 
penyandang disabilitas, yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar sebagai 
daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Tangerang, peneliti mencoba mengumpulkan 
informasi aktual yang terdapat dilapangan dengan mencari informasi dengan informan terkait 
untuk mengetahui bagaimana proses pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas apakah 
sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. 

Fakta-fakta tersebut yang peneliti dapatkan dari instansi pemerintah ialah Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang. Diantara semua yang peneliti sebut sebagai informan 
ini berupa data fakta yang diperoleh dengan cara, wawancara, observasi, dokumentasi dan 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan pemenuhan hak pilih penyandang 
disabilitas dalam pemilihan umum. Maka setelah peneliti melakukan reduksi data. Mereduksi 
data berarti, menggabungkan, memilih hal-hal pokok, yang memfokuskan pada hal-hal yang 
penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran khusus, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
berikutnya, dan mencari bila diperlukan. (Sugiyono 2017:247). Maka hasil dari wawancara, 
observas dan dokumentasi mengenai peran KPU dalam pemenuhan hak dan akses penyandang 
disabilitas dalam pemilihan adalah sebagai berikut: 
1. Peran Komisi Pemilihan Umum dalam upaya pemenuhan hak dan akses penyandang 

disabilitas pada pemilihan. Hak untuk memilih adalah salah satu hak asasi manusia yang 
menjadi hak dasar setiap individua tau warga negara yang sudah memiliki hak untuk 
memilih. Sebagai negara yang demokratis pemerintah Indonesia harus menjamin adanya 
pemenuhan hak pilih bagi setiap individu, pemenuhan hak pilih tertuang dalam Undang-
Undang Dasar 1999 pasal 43 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa setiap warga negara 
berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dengan berdasarkan persamaan 
hak dalampemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai 
dengan peraturan yang berlaku.Pemilihan umum adalah sebagai sarana untuk berdemokrasi 
untuk membentuk dari sistem kekuasaan suatu negara yang terlahir dari rakyat dan 
sebagaimana kehendak rakyat yang di praktekkan secara langsung dalam pemilihan untuk 
berkompetisi dalam politik yang di selengarakan secara adil, jujur dan terbuka selama 
pelaksanaanya. (Primadha,2018). Dalam pemenuhan hak pilih disabilitas dalam pemilihan 
umum lembaga yang bertanggung jawab adalah komisi pemilihan umum. Dalam proses 
pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Tangerang dalam pemilihan 
umum, komisi pemilihan umum membentuk sebuah peran membentuk program kerja untuk 
memenuhi hak pilih penyandang disabilitas. Dari aspek organisasi tersebutlah yakni yang 
berkaitan dengan fungsi dan wewenang suatu lembaga yang menjadi narasumber dari 
penelitian kali ini, melihat dari beberapa tugas wewenang dan fungsi suatu 
intansipemerintah, khususnya komisi pemilihan umum Kabupaten Tangerang, peran yang 
dilakukan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Tangerang yaitu: 
a. Pendataan pemilih penyandang disabilitas. Proses pendataan atau sering disebut dengan 

proses pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih yang dilakukan oleh panitia 
pemutahiran data yang dilakukan secara khusus bagi penyandang disabilitas. Proses 
pencocokan dan penelitian dilakukan oleh panitia komisi pemilihan umum Kabupaten 
Tangerang dilakukan dengan datang ke rumah-rumah yang mana petugas pemutahiran 
data pemilih (PANTARLIH), mendatangi rumah penyandang disabilitas untuk di data, 
sesuai dengan data atau dokumen seperti, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga 
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(KK), sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten 
Tangerang, unttuk mendapatkan data pemilih yang sesuai untuk menghadiri adanya 
pemilih penyandang disabilitas yang ganda atau belum bisa mengikuti pemilihan. Dalam 
pencocokan dan penelitain nantinya para penyandang disabilitas ini di berikan kode 
sesuai deng an kategori disabilitasnya, berdasarkan kolom pendataan pemilih disabilitas 
di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan angka yang digunakan, angka 1 untuk disabilitas 
tuna daksa, angka 2 untuk disabilitas tuna netra, angka 3 untuk disabilitas tuna rungu, 
angka 4 disabilitas tuna grahita, dan untuk angka 5 untuk disabilitas tuna lainnya. 

b. Sosialisasi khusus pemilihan umum penyandang disabilitas. Melaksanakan hak pilih 
penyandang disabilitas Kabupaten Tangerang, komisi pemilihan umum melakukan 
sosialisasi khusus bagi penyandang disabilitas. Sosialisasi adalah kegiatan yang bekerja 
sama dengan pihak terkait, yang dilakukan oleh panitia penyelengara kegiatan sosialisasi, 
kepada peserta yang terlibat secara langsung dalam kegiatan, sehingga isi dari hal 
tersebut tersampaikan dengan baik. (Herdiana Dian,2018) sosialisasi ini bertujuan agar 
penyandang disabilitas memahami untuk menyalurkan hak pilihnya, hal ini bisa 
dilakukan oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Tangerang, sebagai penyelengara 
pemilihan yang memberikan sosialisasi dan Pendidikan politik untuk penyandang 
disabilitas lewat kegiatan sosialisasi untuk pemilihan umum. misalkan penyandang 
disabilitas yang akan di pilih, memberikan pengetahuan tentang pemahaman pada saat 
pemilihan. 

c. Disabilitas mendapatkan tempat pemungutan suara yang sesuai. Aksesibilitas dalam 
menyelenggarakan pemilu mengenai fasilitas dan pelayanan yang tersedia memudahkan 
penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak pilih dalam pemilihan umum, 
aksesibilitas bukan merupakan hak istimewa bagi pemilih penyandag disabilitas, 
melainkan untuk menyampaikan keadilan pemilihan umum yang dapat diakses oleh 
semua warga negara tanpa adanya Batasan yang menghalangi dalam berkegiatan. 
Pembangunan TPS oleh komisi pemilihan umum selanjutnya akan disesuaikan dengan 
peraturan yang berlaku saat ini guna mewujudkan pemilu yang inklusif dimana seluruh 
pemilih disabilitas akan merasa nyaman dan tanpa kesulitan dalam melakukan mobilisasi 
saat penyaluran suara di TPS. Dalam memudahkan pemilih penyandang disabilitas dalam 
proses pemungutan suara di TPS, panitia komisi pemilih umum kabupaten Tangerang 
menyediakan surat suara bagi penyandang disabilitas tuna netra yang memiliki gangguan 
penglihatan. 

 
2. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan. 

Dalam melaksanakan setiap program kerja sebuah instansi tidaklah mudah untuk dilakukan, 
banyak faktor yang mempengaruhi setiap pelaksanaanya. Penyandang disabilitas memiliki 
keterbatasan pada saat pemilihan umum diantaranya: keterbatasan mengenai akses 
informasi, keterbatasan akan pengetahuan, kesulitan dalam menuju tempat pemungutan 
suara. Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih disabilitas ini, terdapat dua faktor 
yang mempengaruhi yaitu internal dan juga external. Yang mana internal ini berasal dari 
keluraga, sedangkan external ini berasal dari lingkungan masyarakat. Adapun faktor yang 
mempengaruhi partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan: 
a. Paradigma keluarga. Dalam pemenuhan hak pilih disabilitas datang dari keluarga sendiri, 

yang mana keluarga tidak memahami hak politik yang dimiliki oleh para penyandang 
disabilitas yang memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya dalam memilih 
(Waisman:2019). Paradigma keluarga juga sering kali mempersulit hak pilih disabilitas 
karena didiskriminasi oleh masyyarakat sekitar, sehingga keluarga acuh dengan hak pilih 
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disabilitas dalam pemilihan. Keluarga ini memiliki posisi yang amat penting dalam 
memberikan informasi maupun dukungan kepada difabel yang memiliki keterbatasan, 
karena keluarga adalah orang yang mereka percaya. Pemenuhan hak pilih disabilitas di 
Kabupaten Tangerang memiliki hambatan dalam berpartisipasi, salah satu kurangnya 
informasi yang di dapat, dan tidak ada pihak keluarga yang mengantar ke tempat 
pemungutan suara. 

b. Paradigma masyarakat. Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas merupakan 
prioritas utama karena memilliki keterbatasan yang dapat menimbulkan perlakuan 
pelanggaran dalam pemilihan umum, peran masyarakat dalam pemenuhan hak pilih 
disabilitas Kabupaten Tangerang masih dikatakan rendah. Hal tersebut dibuktikan dari 
pengakuan KPU Kabupaten Tangerang yang mana masyarakat disabilitas kurangnya 
berpartisipasi dalam pemilihan, pemilih disabilitas kerap mendapatkan pandangan 
diskriminatif di kalangan masyarakat. Pemahaan yang dimiliki masyarakat membantu 
panitia dalam mensukseskan pemenuhan hak pilih disabilitas. Berdasarkan uraian diatas, 
peneliti menilai masih adanya kendala dalam partisipasi hak pilih penyandang disabilitas. 

 
3. Tantangan Dan Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang 

Disabilitas. Strategi KPU sebagai penyelenggara pemilu merupakan proses pemilihan 
serentak yang akan dikontrol secara langsung oleh dewan penyelenggara pemilu, yang 
bertanggung jawab dari mulai pemilu, proses pendataan terutama untuk masyarakat 
disabilitas, menerima dan memvalidasi berbagai partai politik sebagai kontestan untuk 
melaksanakan pemilu, rekapitulasi hak suara, untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi 
antar partai politik juga kandidat, intansi maupun lembaga. Selain itu strategi yang 
dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi disabilitas dengan memberikan sosialisasi 
politik dan memberikan pemahaman mengenai hak pilih disabilitas dalam pemilihan, dan 
mengoptimalisasi sumber daya manusia dengan pengelolaan yang baik berdasarkan sumber 
yang efektif. 

 
KESIMPULAN 

Tantangan KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki konsekuensi yang cukup besar, 
yang mana pelaksaan pemilu serentak memerlukan kapasitas juga profesionalitas sebagai 
penyelenggara pemilu dengan baik. Selain itu menyiapkan pemilu memerlukan waktu yang 
cukup lama, teknis penyelenggaraan pemilu yang tidak mudah, menyiapkan logistic yang 
banyak, hal tersebut dilakukan agar penyelengara pemilu berjalan dengan sukses. Begitu pula 
pemilu bagi penyandang disabilitas, penyelenggara pemilu harus memperisapkan tempat 
pemungutan suara yang strategis agar mempermudah penyandang disabilitas ke tempat 
pemungutan suara. Penyelenggara KPU juga mempersiapkan timplate braille untuk 
penyandang disabilitas, dan memebrikan pelayanan yang baik dan petugas yang ramah 
terhadap disabilitas.  
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